
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401); .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

Mengingat
•

u

•

. a. bahwa dalam rangka penyeragaman/penyebutan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Aceh
sebagaimana penamaan Provinsi yang berlaku saat ini di seluruh
lembaga pemerintah maupun swasta rnaka penyebutan untuk
Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam dapat segera
disesuaikan sebagaimana di Instansi lainnya;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pemerintah Aceh
adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem NKRI
berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan DPRD
Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenanqan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b dan untuk tertibnya administrasi perlu menetapkan
kembali Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang
perubahan nama Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam
menjadi Kejaksaan Tinggi Aceh.

Menimbang

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDqNESIA,
o

PERUBAHAN NAMA
KEJAKSAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENJADI
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- oi7 IAlJAlO2l2011

JAKSAAGUNG
REPUBUK INDONESIA

.,'



Ditetapkan di : J a k art a
Pada tan99al : 28 Pebruari 2011

JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA,

iJV
~

•

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

'.
Pasal 2

a. Merubah nama Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam
menjadi Kejaksaan Tinggi Aceh.

b. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-679/JAl11/2001 tanggal
30 Nopember 2001 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Tinggi
Daerah IstimewaAceh menjadi Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh
Darussalam.

•

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERU BAHAN NAMA KEJAKSAAN TlNGGI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM MENJADI KEJAKSAAN TINGGI ACEH.

Menetapkano

c

Surat KepaJaKejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :
B-075/N.1/Cr.4/01/2011 tanggal 12 Januari 2011

Memperhatikan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun
2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republlk Indonesia;

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
0091A1JAl01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-058/JAl10/1979
tanggal 22 Juni 1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggil
Negeri & Bentuk Stempel Kantor Kejati/Kejari;

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat
Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Aceh.
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Mernperhatikan

•

u
1. Undang-UndangRepublik Indonesia Nornor 16 Tahun 2004 tanggal 26

Juli 2004 tentang KejaksaanRepublik Indonesia [Lernbaran Negara
Tahun 2004 Nomor 67Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

2. Peraturan PresidenRepublik IndonesiaNomor 38 Tahun 2010 tanggal
15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

3. Instruksi PresidenRepublik lndonesla Nornor 7 Tahun 1999 tanggal15
Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor : KEP-127/P/2010
tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung
Republik Indonesia;

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nornor PER-
009/A/JA/Ol/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja KejaksaanRepublik Indonesia.

1. Keputusan Kepala Lembaga Admlnlstrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggalZf Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
PenyusunanPelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Jaksa Agung Rep.ublik Indonesia Nornor : PER-
011/A/JA/Ol/2010 tanggal 28 Januari 2010.tentang RencanaStrategis
KejaksaanRepubllk IndonesiaTahun 2010 - 2014;

Mengingat

Menirnbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA
JAKSAAGUNGREPUBlIKINDONESIA

I

PETUNJUK~ENYUSUNANDANPENYAMPAIANLAPORAN
AKUNTABILITASKINERJAKEJAKSAANREPUBLIKINDONESIA

TENTANG

PERATURAN
JAKSAAGUNGREPUBLIKINDONESIA
NOMOR: PER-02ljA/JA/03/2011

JAKSAAGUNG
REPUBUK INDONESIA

•

./ .
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laporan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari :

Pasal3

JENISDANPEMBUATAN
LAPORANAKUNTABllITASKINERJA

BAB II

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan harus menggambarkan tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan, keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipasi yang akan diambil secara keseluruhan menyangkut tugas pokok,
fungsi, visi, misi dan stratejik secaraobyektif, sistematik dan selektif,"'-,

Pasal2

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. laporan Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban penyampaian pertanggungjawaban Pimpinan

satuan kerja kepada atasannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan
kinerja dan tugas yang dipercayakan kepadanya;

b. Jangkawaktu 1 (satu) tahun adalah 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal1

KETENTUANUMUM
\___)

BAB I

•

•
: PERATURANJAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIA TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN' PENYAMPAIAN lAPORAN AKUNTABllITAS KINERJA
KEJAKSAANREPUBlIKINDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010
tentang Petunjuk PelaksanaanEvaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember
2010 tentang PedomanPenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;

•
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a. laporan Akuntabilitas Kinerja KejaksaanRepublik Indonesia;

b. laporan Akuntabilitas Kinerja JaksaAgungMuda;

c. laporan Akuntabilitas Kinerja Staf Ahli;

d. laporan Akuntabilitas Kinerja BadanDiklat

e. laporan Akuntabilitas Kinerja KejaksaanTinggi;

. "



IKHTISAREKSEKUTIF

DAFTARlSI

BAB I PENDAHULUAN

BAB " RENCANAKERJA

A. RENCANASTRATEJIK

B. RENCANAKINERJA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja disusunsebagaiberikut :

Pasal5

SISTEMATIKADANMATERI
LAPORANAKUNTABILITASKINERJA

BAB III

4.

3.

e. laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi dibuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
disampaikan kepada JaksaAgung Republik Indonesia;

f. Laporan Akuntabilitas Kinerja KejaksaanNegeri di buat oleh Kepala Kejaksaan Negeri
disampaikan kepada KepalaKejaksaanTinggi;

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri dibuat oleh Kepala Cabang
KejaksaanNegeri disampaikan kepada KepalaKejaksaanNegeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut pada ayat 1 (a) dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda
Pembinaan Cq KepalaBiro Perencanaan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut pada ayat 1 (b) dikoordinir oleh Sekretaris Jaksa
Agung Muda;

Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut pada ayat 1 (b,c,d dan e) selain disampaikan kepada
JaksaAgung Republik Indonesia, ditembuskan kepadaKepalaBiro Perencan,aan.

2.

d. laporan Akuntabilitas Kinerja Staf Ahli dibuat oleh Koordinator Staf Ahli disampaikan
kepada JaksaAgung Republik Indonesia;

1. Penyusunandan Laporan Akuntabilitas Kinerja dibuat sebagai berikut :

Pasal4

3
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- Warna Merah Tua untuk Pidana Khusus

1. Kertas laporan yang digunakan untuk Laporan Akuntabllitas Kinerja intern Kejaksaan
Republik indonesia terdiri dari 7 (tujuh) warna;

Warna Putih untuk Jaksa Agung RI

Warna Kuning untuk Pembinaan

Warna Hijau untuk Intelijen

Warna Merah Muda untuk Pidana Umum

Pasal9

Pada sampul dengan bagian atas dicantumkan lambang Kejaksaan dan kalimat judul Laporan
Akuntabilitas Kinerja dengan judul besar sebagaimana contoh pada lampiran II.

Pasal8

Laporan Akuntabilitas dibuat dengan bentuk roneografi yang dijilid rapi dengan ketentuan bahwa
sampul muka dan sampul belakang dibuat dari karton berwarna putih.

BAB IV

BENTUKLAPORAN

Pasal7

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja dibuat secara singkat, jelas dan padat;

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagalmana dimaksud dalam pasal 5 disusun
sesuai dengan petunjuk pad a lampiran I PERJAIni.

Pasal 6

BAB IV PENUTUP

LAMPI RAN-LAMPI RAN

BAB III AKUNTABllITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

B. ASPEKKEUANGAN

•
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Warna Kuning Muda untuk Perdata dan Tata Usaha Negara

Warna Biru untuk Pengawasan

Warna Putih untuk Badan Diklat dan Staf Ahli

2. Kertas laporan yang digunakan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik
Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia seluruhnya menggunakan kertas berwarna
putih;

3. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas kuarto.

, '. '.



Jaksa Agung Republik Indonesia
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat dan Koordinator Staf
Ahli didistribusikan sebagai berikut :

Asli:

Presiden Republik Indonesia

Tembusan:
Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia
Para Jaksa Agung Muda
Kepala Badan Diklat
Koordinator Staf Ahli
Kepala Biro Perencanaan
Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
Asisten Umum Jaksa Agung
Asisten Khusus Jaksa Agung
Perpustakaan Kejaksaan Agung Republlk Indonesia
Arsip Jaksa Agung Republik Indonesia

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dldlstrlbuslkan sebagaJ berikut

Asli:

1.

Pasal11

PENDISTRIBUSIANLAPORAN

BAB VI

tanggal 15

Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja :

Pasal 10

BAB V

5

u

1.

2.

3.

4.

U 5.

•
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Tembusan:
Para Kasi/Kasubbagbin dan Pemeriksa
Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negerl
Arsip Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Kepala Kejaksaan Negeri

Laporan Akuntabilitas Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri didistribusikan sebagai berikut :

Asli :

5.

Tembusan:
Para Asisten dan Kabag TU
Para Kasi/Kasubbagbin dan Pemeriksa
Perpustakaan Kejaksaan Negeri
Arsip Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Kepala Kejaksaan Tinggi
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri didistribusikan sebagai berikut:

Asli:

4.

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Perpustakaan Kejaksaan Tinggi
Arsip Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

u

Jaksa Agung Republik Indonesia
Para Jaksa Agung Muda

•
Asli:

3, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi dldistrlbusikan sebagai berikut :

•

. "
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JAKSAAGUNG EPUBLIKINDONESIA

s~y
Ditetapkan di: Jakarta
PadaTanggal :16Maret 2011

.
-- -

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SI;T JAMBIN

No. PEJABAT PAAAF TANGGAL( ,
U . 1. Sesjam Bin

2. Karo Cana « I { _ OJ...2/)11

3. Kabag #( Ii,-(J3~
4. Kasubbag P.0V;l_,,7,~J)
5. Pelaksana !~ /6-A3"'f1.o/J
6. Pengetik -~p :!6-(),j"*>l.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal13

Denganberlakunya PERJAtentang Petunjuk Penyusunandan Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja KejaksaanRepublik Indonesia ini, maka KEPJANomor : KEP-690/A/JA/12/2001 Tanggal11
Desember 2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tahunan KejaksaanRepublik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal12

7
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BABIV PENUTUP
- Kesimpulan
Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja masing-masing Bidang
JaksaAgung Muda yang bersangkutanserta strategi pemecahan masalah.

- Saran
Disampaikan bagaimana strategi pemecahankendala pada masayang akan datang.

- Aspek Keuangan .
Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara.menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaantupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BABIII AKUNTABILITASKINERJA
- PencapaianSasaranKinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-Iangkah antisipasi dan salusi yang akan diambil yang mengacu pada Renstra
2010-2014.

- RencanaKinerja 2010
Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih
masing-masing Jaksa Agung Muda pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana
kaitannya dengan capaian visi dan misi JaksaAgungMuda.

BABII RENCANAKINERJA
- RencanaStrategis 2010 - 2014
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana
kinerja

u

BABI PENDAHULUAN
- Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum pada masing-masing Bidang serta uraian
singkat mandat apa yang dibebankan kepadamasing-masingBidang.

- Struktur Organisasi

•

Lampiran I
(PenjelasanDaftar lsi LAKIP)

·' .



lAMPIRAN - LAMPIRAN
Form RS,Form RKT,Form PKK,Form PSS

2



--. _ ..

Catatan: 1. Halaman Sampul
2. Spasl 2, Huruf ukuran 12
3. .) diisi nama Instansi, juga ditulis di ( kota Instansi)
4. **) Kota, bulan dan tahun.

...............................................**)

......................................................................... *)

u

TAHUN *)•

KEJAKSAAN *)

LAPORANAKUNTABILITASKINERJA

(lambang Kejaksaan)

.' .

dalam pasal8)



Unit Kerja :
Form PKK

Kegiatan Persentase
Program Uraian Indikator Satuan Target Realisasi Pencapaian Ket

Kinerja Target
1 2 3 4 5 6 7 8

RencanaKinerja Kegiatan
Tahan .

Catatan : Tahun 2009 sid 2014

- . --.---

1 2

Unit Kerja :
Form RKT

Sasaran Kegiatan

Uraian Indikator Target Program Uraian Indikator Satuan Target Ket
Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RencanaKinerjaTahunan
Tahun .

IndlkatorUraian

u

654

•
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ProgramKebijakan

Ket

Form RS

CaraMencapai Tujuan dan sasaranTujuan
Sasaran

Unit Kerja :
Visi
Misi

RencanaStratejik
Tahun s/d .

Lampiran III
(blangko lampiran-Lampiran matrik)

" .
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Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun .


